
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2O1O

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.ANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAH 2OTO

DENGAN RAHIAT TUHAN YANG TAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA

Mcnimbang : a. b€hy/a s€iubungan dengan pefte.nb€ngan yang tidsk 6€$ai dengan asumgi kebiiakan umum APBD, k€adaar yang menyebattan
pelgseran allbra unlt organilasi, anEra k€glatan dan antarjenis b€lgnjE, ksdaan yang menyebebkan sba l€bih tahun angg€ran 2010,
maka perlu dilakukan pe{ubehan APBD PrcvinsiSumabra Utara Tahun Anggaran 2010;

b. b€hra berdassftan p€rtimbangsn s€b€gairnana dimaksud p€da hurut a, peiu r€netapkan P€raturan Dasrah bntang Porub€han
Angoaran Pendapatan dan Belanis Daerdr Pro/insi Sumat8ra t tsrE Tahun Arggs.en 2010;

[terying€t : '1. UrdaBg-Und€ng Nomor 24 Tghun 1956 brEng Pembentukan Daerah Obnom PrcpiBi Atjeft dan Perubeh€n P€Eturan P€mbontukan
Propinsi Sumabra Utara (Lembg an N€g€la Tahun 1958 Nomor 04, Tambahan L€mbar€n N€gEra Nomor 1103);

2. Undarg-Undang l,lomor 12 Tahun 1985 bntang ruak Bumidan BanguiEn (Lsmb€ran Negara R€publik lndonesh Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembsran Negaa R€publik lndonsia Nomor 3312) s€@dm€m bhh diubah dengm Undang-tlndang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran N€g6ra Republik lndon€€ie Tehun 1gg4 tlomor 82, Tambahsn Lembaran N€gara Republik lndon€sia Nomor
35eg);

3. Undang-UnGng Nomor 21 Tahun 'lgg7 tenEng Bea Pqobhen Hak Ah Teneh dan Bangunen (Lembaran NegBre Rspublik lndone€ig
Tahun 1997 Nomor.{4, Tanb€han Lembe€n N€garE R€publik lndonssia l.lonlor 3688);

4. Undang-Urdang Nomor 28 Tahun l9og iBntang Penyelenggar-aan N€gera yang B€rsih dan Bebes dari lGruFei, KoluBi dan N€potkme
(Lember€n l{€gars R€publik lndonsia Tahun 19gg Nomor 75, T€mb€han Lembaran Negara Rspubllk lndonesb Nonor 3851);

5. Undang-Undaru Nomor 17 Tahun 2003 bntang l<euangan Neg€ra (Lembaran N€gaE ReFDlik lndoo€sb Tahun 2003 l.lomor 47,
Taibahan L€mbaran N€gara Republik lndonesie Nornor i1286);

6. Undang-Undang Nomo|I Tahun 2OO4 tentang Pertendeharaan NogEla (Lemb€ran Negara Repuuik lndone€ie Tshun 2(xX f,lomor 5,
Tamb€lEn L€mbaran Nlg€]E Ropublik l.idon€sla taomor!ll155);

7. Undang-Undsng tlomor'10 Tahun 20Oi bntang P€mbsntukan Per€tu€n P€{undang'undangan (LembEran Nrgara R€publik lldon€sb
Tahun 20(N tlomor 53, Tambahen L€mbaran N€gara R€puHik lndon€Bia Nomo. ill189);

8. UndangFundang Nomor 15 Tahun 2(104 brtang Plrnoik€smEn Pengeblaan dan Tanggwuiarab lcuangan N€gara (Lemb€ran
N€g€ra Rspublik lndongsia Tahun 20(X tlo.nor 66, Tgmbghan Lembsran ll€gaE RepuHik lndone€ia Nonor i1,()0);
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9.

10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20M tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor M21);
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4U4,);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomol1438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 200g
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor s049);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1gS0 Nomor 59);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 40g0);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DpRD (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor +aiO) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Penuakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4540);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4502);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aST \
Peraturan Pemerintiah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 13g, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4SZTI;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4sTg);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4SBS);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5g Tahun 2007;
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26' Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);

27. Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2008 tentrang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Daerah ProvinsiSumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsisumatera Utara Nomor 9);

28. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatia Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor
e);

29. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utrara (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utiara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKII-AN RAI(YAT DAERAH PROVINSI SUTIATERA UTARA

dan
GUBERNUR SUiiATERA UTARA

MEMUTUSKAN:
ir€nebpkan : PERATURAN DAERAI{ TEI{TANG PERUaAHAN ANGGAnAI{ PENDAFATAN DAl{ BE|-AI{JA DAERAH pRovrN$ SU*ATERA urARA

TAHUN AltlccARAll 20t0

Pa!.| 1

Perubahan Anggaran P$dapatan dan 8€lat a Dcrah Pro/insi Sumatera UtarE Tahun Anggaran 2010, adahh ssb€gal bedkut :

1. Pqndapatan
a. semuta Rp. 3,434,b1i,293,s6s.00b. B€rtambah(berkurgng) np. osz,tgS,gt+,ozg.o0

Jumhh p€rdap€bn setelah peflJbahan 

-np. 

3,992,000,102,646,00

2. B€l€nja
a. Semula Rp. g,s33,j80,sj 1,t2O.O0b. B€rlambeh(b€fturang) Rp. 291,965,456,663.00

Jumlah Bolanla ssblah perub€han.._
surylu3r(Dof,sit) seGlah perubehEn Rp-.----(123-,1876';iEZmt
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3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Penerimaan setelah perubahan

b. Pengeluaran
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Paeal 2

(1) Pendapatran Daerah sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 1 terdiridari :

a. Pendapatan Asli Daerah
1) Semula
2') Bertambah/(berkurang)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan

b. Dana Perimbangan
1) Semula
2) Bertambah(berkurang)

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan

c. Lainiain Pendapatan Daerah Yang Sah
1) Semula
2, Bertambah/(berkurang)

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan

(2) Pendapatran Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan

b. RetribusiDaerah
1) Semula
2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan

Rp. 458,U2,702,552.00
Rp. (112,309,241,276.00)

Rp. 60,173,585,000
Rp. 163,213,616,139.00

Rp. 2,226,498,360,538.00
Rp. 314,265,720,874.00

Rp. 346,533,461,276

Rp. 223,387,201,139
Rp. 123,146,260,137.00
Rp.

Rp. 2,540,7U,081,412.00

Rp. 1,175,257,687,030.00
Rp. 144,635,395,2O4.00

Rp. 1,319,893,082,234.00

Rp. 32,755,746,000.00
Rp. 98,587,198,000.00

Rp. 131,U2,9M,000.00

Rp. 2,043,149,225,000.00
Rp. 161,000,000,000.00

Rp. 2,204,109,225,000.00

Rp. 26,069,581,000.00
Rp. 26,031,026,052.00
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